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ABSTRAK 

PERPPU merupakan kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 

1945 yang dapat dibentuk berdasarkan adanya kondisi kegentingan yang memaksa, 

PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada awalnya dimaksudkan untuk 

menjawab Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembentukan PERPPU 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan bagaimana kesesuaian 

PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

normatif dan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa prosedur pembentukan PERPPU diatur dalam Pasal 58 ayat (1) 

dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, dan dalam pembentukan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja tidak terdapat adanya kondisi kegentingan yang memaksa serta tidak sesuai 

dengan yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. 

Kata Kunci: Kegentingan Yang Memaksa, PERPPU, Cipta Kerja 
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ABSTRACT 

PERPPU is the authority of the President based on Article 22 paragraph (1) of the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be formed based on a 

condition of compelling urgency, PERPPU Number 2 of 2022 on Job Creation was 

originally intended to answer the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-

XVIII/2020. The purpose of this research is to find out how the procedure for forming 

a PERPPU according to statutory provisions and how PERPPU Number 2 of 2022 

on Job Creation is in accordance with the Constitutional Court Decision Number 

91/PUU-XVIII/2020. This research is normative legal research and uses several 

approaches, namely the statutory approach, conceptual approach and historical 

approach. The results of this research indicate that the procedure for forming a 

PERPPU is regulated in Article 58 paragraph (1) and paragraph (2) of Presidential 

Regulation Number 87 of 2014 concerning the Implementation Regulations of Law 

Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, and in the formation of 

PERPPU Number 2 of 2022 concerning Job Creation there is no compelling urgency 

and is not in accordance with what is meant in the Constitutional Court Decision 

Number 91/PUU-XVIII/2020. 

Keywords: Compelling Urgency, PERPPU, Job Creation 
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